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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 

menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor 

swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau 

Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan 

ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau 

kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi 

investasi yang ada di daerah.  

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan 

Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, 

meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional 

bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian 

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan 

prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif 

dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta 

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian 

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh 

Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah 

Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan 

investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan 

penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal 

dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan 

investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas 

nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor 

untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan 

investasi di daerah.  

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai 

pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi 

dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta 

pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap 

kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan investasi. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang 

sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan 

satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan 

informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk 

pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan investasi.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah 

pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang 

berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan 

publik.  

 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas.  

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas.  
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Huruf k 

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang 

perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain 

usaha yang berada di daerah terpencil, daerah 

tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di 

kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain 

usaha yang memerlukan perizinan dari 

kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
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Huruf h 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak 

daerah antara lain berupa: 

a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan 

bangunan; 

b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan 

dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah 

dan/atau sanksinya;  

c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

dan 

d. pembayaran bertahap pajak daerah. 

Huruf b 

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi 

daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan 

bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan 

prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh 

sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain 
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prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan 

sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, 

pengelolaan persampahan, dan penyediaan 

infrastruktur industri dan penunjang.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan 

atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam 

memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan 

informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi 

penyelesaian sengketa. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan 

melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan 

secara bertahap menggunakan sistem perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas.  

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Penilaian terhadap penghargaan dilakukan oleh lembaga pemerintah 

non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal berkoordinasi dengan 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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